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pendidikan, serta BPRSR berupaya membantu anak yang sudah putus 

sekolah sejak lama untuk meneruskan pendidikannya. Anak yang 

direhabilitasi di BPRSR dibina dan dibimbing layaknya orang tua 

membimbing anaknya, namun ada juga peraturan-peraturan dan tata tertib 

yang berlaku terhadap ABH yang direhabilitasi di BPRSR.

Dari hasil wawancara juga diketahui bahwa, ada juga anak yang 

selesai direhabilitasi di BPRSR kembali melakukan tindak pidana, 

contohnya saja ada anak yang sudah melakukan tindak pidana pencurian 

sejak kecil, dikarenakan pengasuhan yang salah, yang dimana anak tersebut 

sudah terbiasa melakukan tindak pidana pencurian sejak berusia 7 tahun, 

yang dimana hal ini tentunya menjadi tantangan bagi BPRSR jika masa 

rehabilitasinya dibawah 6 bulan, karena akan menjadi sedikit sulit karena 

mengingat anak tersebut sudah terbiasa melakukan tindak pidana pencurian. 
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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dalam penelitian ini, 

maka dapat ditarik suatu kesimpulam yaitu, peran Balai Perlindungan Dan 

Rehabilitasi Sosial Remaja Sleman dalam pelaksanaan putusan pengadilan 

terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sangat mengedepankan hak-hak 

anak sesuai pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Anak. BPRSR menerapkan terapi psikososial, terapi mental 

dan spiritual yaitu pelayanan konseling individu maupun kelompok untuk 

pengembangan aspek kognitif, afektif, konatifsan sosial yang bertujuan untuk 

terjadinya perubahan sikap dan perilaku kearah yang adaptif. Terapi mental 

dan spriritual merupakan kegiatan pemahaman pengetahuan pengetahuan dasar 

keagamaan, etika kepribadian, dan kedisiplinan yang ditujukan untuk 

memperkuat sikap/karakter dan nilai spiritual yang dianut ABH, serta kegiatan 

pendidikan dan pelatihan vokasional merupakan bentuk pelatihan untuk 

penyaluran minat, bakat, dan menyiapkan kemandirian ABH setelah mereka 

dewasa dalam bentuk keterampilan kerja atau magang kerja.
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B. Saran

1. Anggaran untuk pelaksanaan Bimbingan Mental harus ditambah agar 

bimbingan dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana. 

2. Lebih meningkatkan layanan bimbingan mental agar ABH memiliki 

kepribadian lebih baik.

3. Orang Tua harus lebih memperhatikan pergaulan anak, agar anak tidak 

salah bergaul.
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